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WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Wali
Kota Batam Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 198
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Batam Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 13 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Batam,

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang ...



ke
)

2.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801),

a

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

6.

7. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601),
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 448) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Negara/Daerah
Terhadap Pengawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5934):

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):
Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat La.n (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 161):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781),

14. Peraturan ...
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14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Batam Nomor &€ Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2019 Nomor 7),

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR
13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota
Batam Tahun 2020 Nomor 723) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 198
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Batam Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota
Batam Tahun 2022 Nomor 1066) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angki 15, angka 28, angka 30, angka 31,
angka 32, angka 37, dan angka 38 Pasal 1 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunvi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.

2. Pemerintah ...
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kota Batam.

Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang
berwenang untuk menyelesaikan Kerugian
Daerah.

4.

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya
disingkat BPK adalah BPK Perwakilan Propinsi
Kepulauan Riau.

5.

Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Batam.6.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kota Batam.

7.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Barang.

8.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang
selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Unit Kerja adalah bagian/bidang dari SKPD vang
melaksanakan satu/ beberapa program.
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah vang
selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang
bertugas memproses penyelesaian kerugian
daerah.

Majelis Pertimbangan Penvelesaian Kerugian
Daerah yang selanjutnya disebut Majelis
adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk
menyampaikan pertimbangan dan pendapat
penyelesaian Kerugian Daerah.

Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
adalah para pejabat/pegawai yang bertugas
membantu tugas Tim TPKD.
Sekretariat Majelis adalah para pejabat/ pegawai
yang bertugas membantu tugas Majelis.

Dihapus.

16. Pegawai...
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Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai
Aparatur Sipil Negara termasuk CPNS yang
bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara
dan Pegawai Negeri Sipil yang di
pekerjakan/diperbantukan di lingkungan
Pemerintah Kota Batam.

Pejabat Lain adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang,
termasuk di dalamnya segala bentuk kekavaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Uang adalah bagian kekavaan daerah yang
berupa uang kartal dan uang giral.

Barang adalah semua kekayaan Pemerintah
Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang
berwujud, baik yang bergerak maupun tidak
bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,
dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan
dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan
suratsurat berharga lainnya.
Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah
yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi
dan surat berharga lain yang sejenis.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga dan barang yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya
disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan
yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan
bendahara atau pejabat lain dengan tujuan
untuk memulihkan Kerugian Daerah.
Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain vang
berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan
Kerugian Daerah.

25. Ahli...
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Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih
hidup yang menggantikan kedudukan pewaris
dalam bidang hukum kekayaan karena
meninggalnya pewaris.
Pengampu adalah orang atau badan yang
mempunyai tanggung jawab hukum untuk
mewakili seseorang karena sifat pribadinya
dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala
hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan
karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum,
telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan
uang, surat berharga, dan/atau barang dari
Pihak Yang Merugikan.

Dihapus.
Pembebasan adalah membebaskan atau
meniadakan kewajiban seseorang untuk
membayar hutang kepada daerah yang menurut
hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar
pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak
layak ditagih darinya dan yang bersangkutan
terbukti tidak bersalah.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.
Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian
Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah
oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang terbukti menimbulkan
kerugian Daerah yang ditetapkan oleh PPKD.
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak vang
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat
pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa
Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan
bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian35
Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat
SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Wali Kota
sebagai PPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin
diperoleh.

36. Surat...
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Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K
adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh
Wali Kota rang mempunyai kekuatan hukum
tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian
Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.

Dihapus.

Dihapus.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat
Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

Tenaga Ahli adalah Tenaga atau Narasumber
yang karena kompetensi tertentu dibutuhkan
dalam proses penyelesaian ganti kerugian Daerah
baik dari akademisi maupun asosiasi profesi dan
induvidu profesi tertentu sesuai ketentuan.

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1

(satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunvi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(2a)

(3)

Pasal 16

TPKD dalam melakukan pemeriksaan dapat
meminta pertimbangan Tenaga Ahli untuk
menghitung nilai Kerugian Daerah.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berasal dari instansi pemerintah atau
nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum tersedia, penghitungan nilai
Kerugian Daerah dilakukan berdasarkan hasil
survei harga oleh Tim Pemeriksa dan/atau hasil
kesepakatan TPKD yang dituangkan dalam
Berita Acara.

Disamping menghitung kerugian Daerah TPKD
juga melakukan inventarisasi aset yang dikuasai
oleh Pihak yang merugikan/pengampu/yang
memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dapat
dijadikan sebagai barang jaminan.

3. Ketentuan ...
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3. Ketentuan huruf dayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 21

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf a disetujui oleh PPKD atau Kepala SKPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera
menugaskan TPKD untuk melakukan
penuntutan penggantian Kerugian Daerah
kepada Pihak Yang Merugikan.
Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada dalam
pengampuan, melarikan diri, atau meninggal
dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih
kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris.

Dalam penuntutan penggantian Kerugian
Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan
kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut
menjadi tanggungjawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam
bentuk SKTJM.
SKTJM sebagaimana dimaksud pada avat (3)
paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris,

b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar:
Cc. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian

Daerah:
d. pernyataan penyerahan barang jaminan dari

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris, dan

e. pernvataan dari Pihak Yang
Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka
tidak dapat ditarik kembali.

P

(S5) Pernyataan ...
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(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d,
disertai dengan:
a. daftar barang yang menjadi jaminan:
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang

dijaminkan: dan
Cc. surat kuasa menjual.

(S6) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d antara lain berupa tanah,
bangunan dan atau kendaraan bermotor.

(7) Dalam hal tidak terdapat dan/atau barang
dijaminkan nilainya tidak sesuai atau dibawah
nilai kerugian, maka dapat dipotong paling
banyak 50Y6 dari gaji atau penghasilan yang sah.

(8) Pemotongan gaji atau penghasilan lainnya yang
sah paling banyak 50x» sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), disertai surat pernyataan untuk
dipotong dari pihak vang merugikan dan setelah
mendapat pertimbangan dari TPKD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya daiam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Pebruari 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 7 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1138
Salinan sesuai dEngan aslinya
Kepala Bagian m

73

Pembina
JOKO

Shri
SASONGKO, SH

NIP. 19830102 200903 1 001


